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1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 
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influential actors of hate speech in social networks, one of which is the 
Collective Influence (CI) method. However, this method is associated with 
unweighted datasets, which makes it inappropriate for social media, 
significantly using weight datasets. This study proposes a new CI method 
called the Weighted Collective Influence Graph (WCIG), which uses the 
weights and neighbor values to detect the influence of hate speech. A total 
of 49, 992 Indonesian tweets were and extracted from Indonesian Twitter 
accounts, from January 01 to January 22, 2021. The data collected are also 
used to compare the results of the proposed WCIG method to determine 
the influential actors in the dissemination of information. The experiment 
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ARTICLE INFO ABSTRAK

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, optimalisasi 

potensi ini terhambat oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku utama. Penyuluh perikanan 

memegang peran krusial sebagai agen perubahan, perantara informasi, dan fasilitator dalam pemberdayaan 

masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini sistem penyuluhan perikanan, 

mengidentifikasi tantangan fundamental, dan merumuskan strategi revitalisasi peran penyuluh. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan meta-analisis terhadap data sekunder dari Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur ilmiah periode 2020-2025. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah penyuluh (sekitar 4.000-5.000 orang) dengan jumlah 

pelaku usaha perikanan yang mencapai jutaan, menyebabkan rasio penyuluhan yang tidak ideal. Tantangan 

utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan penyuluh senior, 

serta minimnya dukungan anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan strategi "Hybrid Extension 

System" yang mengintegrasikan penyuluhan konvensional dengan platform digital, penguatan kelembagaan 

melalui sinergi pusat-daerah, serta peningkatan kompetensi penyuluh dalam aspek manajerial dan kewirausahaan. 

Revitalisasi ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku 

usaha perikanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: penyuluh perikanan; pemberdayaan masyarakat; peningkatan kapasitas; sistem penyuluhan;  
                    produktivitas perikanan 

ABSTRACT

The marine and fisheries sector is a strategic pillar of Indonesia's economic development. However, the optimization 
of this potential is hindered by the low capacity of human resources among primary actors. Fisheries extension workers 
play a crucial role as agents of change, information intermediaries, and facilitators in empowering coastal communities. 
This study aims to analyze the current condition of the fisheries extension system, identify fundamental challenges, 
and formulate strategies for revitalizing the role of extension workers. The method used is descriptive qualitative with 
a meta-analysis of secondary data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), Statistics Indonesia 
(BPS), and scientific literature from 2020-2025. The results show a significant gap between the number of extension 
workers (approximately 4,000-5,000 personnel) and the millions of fishery business actors, resulting in a non-ideal 
extension ratio. Key challenges include limited infrastructure, low adoption of digital technology among senior extension 
workers, and minimal operational budget support. This study recommends a "Hybrid Extension System"strategy 
integrating conventional extension with digital platforms, institutional strengthening through central-regional synergy, 
and enhancing extension workers' competence in managerial and entrepreneurial aspects. This revitalization is urgently 
needed to increase the productivity, competitiveness, and welfare of Indonesian fishery business actors towards the vision 
of Golden Indonesia 2045.

Keywords: fishery extension workers; community empowerment,; capacity building; extension system; fisheries  
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan  

terbesar di dunia memiliki potensi sumber 

daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), potensi lestari sumber daya  

ikan laut Indonesia (Maximum Sustainable 
Yield/MSY) mencapai 12,01 juta ton per tahun.  

Potensi ini belum termasuk sektor perikanan 

budi daya yang memiliki lahan potensial 

mencapai 17,91 juta hektare. Namun, 

besarnya potensi sumber daya alam tersebut  

belum sepenuhnya berbanding lurus dengan 

kesejahteraan masyarakat nelayan dan  

pembudi daya ikan. Salah satu faktor determinan  

yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya 

kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan 

keterbatasan akses terhadap teknologi serta 

informasi pasar.
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Secara konteks, pembangunan pertanian 

memiliki arti yang luas, termasuk perikanan, 

penyuluhan merupakan instrumen vital dalam 

transfer pengetahuan dan teknologi. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

(SP3K) menegaskan bahwa penyuluhan adalah 

proses pembelajaran bagi pelaku utama serta  

pelaku usaha agar mereka mau dan mampu  

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, 

dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu,  

keberadaan Penyuluh Perikanan menjadi ujung 

tombak dalam transformasi sektor perikanan dari 

subsisten menuju perikanan modern yang berdaya 

saing.

Meskipun memiliki peran strategis, realitas 

di lapangan menunjukkan bahwa sistem penyuluhan 

perikanan di Indonesia menghadapi tantangan yang 

kompleks. Permasalahan mendasar yang dihadapi 

saat ini adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh. 

Data statistik KKP (2024) mengindikasikan 

bahwa jumlah penyuluh perikanan, baik 

yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 

maupun Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), berkisar 

antara 4.000 hingga 5.000 orang. Jumlah ini harus  

melayani jutaan rumah tangga perikanan yang 

tersebar di ribuan pulau. Rasio penyuluh terhadap 

pelaku usaha yang sangat timpang menyebabkan 

intensitas pendampingan menjadi rendah dan tidak 

merata.

Selain masalah kuantitas, tantangan kualitas 

dan adaptasi teknologi juga menjadi isu krusial. 

Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi sektor 

perikanan menjadi keniscayaan. Namun, kesiapan 

penyuluh dalam mengadopsi teknologi digital 

(e-extension) masih bervariasi. Peran penyuluh 

yang diharapkan dapat bertransformasi menjadi 

information intermediary yang menghubungkan 

nelayan dengan ekosistem digital seringkali 

terhambat oleh infrastruktur dan kompetensi digital 

yang belum memadai. Kondisi ini diperparah dengan 

dinamika kelembagaan pasca otonomi daerah yang 

seringkali menyebabkan ketidaksinkronan program 

antara pusat dan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

analisis mendalam mengenai kondisi eksisting peran 

penyuluh perikanan di Indonesia, mengidentifikasi 

tantangan-tantangan struktural dan fungsional 

yang menghambat kinerja penyuluhan, serta 

merumuskan strategi penguatan sistem penyuluhan 

yang adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui 

kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi 

kebijakan yang konstruktif bagi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah 

dalam merevitalisasi fungsi penyuluhan guna 

mengakselerasi peningkatan kapasitas dan 

kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

METODE PENELITIAN

Kerangka Penelitian

Penelitian ini disusun dalam kerangka 

berpikir sistemik yang menempatkan penyuluhan 

perikanan sebagai bagian integral dari Agricultural 
Innovation System (AIS). Dalam perspektif ini, 

penyuluh perikanan tidak lagi diposisikan semata 

sebagai pelaksana transfer teknologi, tetapi sebagai 

innovation broker yang menjembatani interaksi antara 

lembaga riset, pelaku usaha, institusi pembiayaan, 

pasar, dan pembuat kebijakan dalam suatu ekosistem 

inovasi yang terintegrasi dan dinamis. Secara 

konseptual, penelitian diawali dengan identifikasi 

kondisi eksisting sistem penyuluhan, meliputi 

jumlah dan distribusi penyuluh, rasio penyuluh 

terhadap Rumah Tangga Perikanan (RTP),  

kapasitas sumber daya manusia, dukungan 

infrastruktur, serta tata kelola kelembagaan. Tahap 

selanjutnya adalah melakukan analisis kesenjangan 

antara kondisi aktual tersebut dengan model ideal 

sistem penyuluhan modern yang berbasis digital, 

adaptif, dan didukung spesialisasi kompetensi. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan 

strategi revitalisasi melalui pendekatan Hybrid 
Extension System, penguatan peran penyuluh 

swadaya, pengembangan spesialisasi dan sertifikasi 

kompetensi, digitalisasi layanan penyuluhan, serta 

penguatan tata kelola kolaboratif antara pemerintah 

pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, kerangka penelitian bergerak 

secara logis dan bertahap dari analisis kondisi 

eksisting, identifikasi tantangan struktural dan 

fungsional, hingga formulasi strategi revitalisasi 

sistem penyuluhan berbasis transformasi digital dan 

penguatan ekosistem inovasi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada periode Januari–

Mei 2025. Penelitian ini tidak menggunakan lokasi 

lapangan spesifik karena berbasis desk study dan 

meta-analisis data sekunder pada tingkat nasional. 

Sehingga, cakupan lokasi penelitian adalah wilayah 

Indonesia secara agregat nasional. Unit analisis 

mencakup sistem penyuluhan perikanan yang  

berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Republik Indonesia, termasuk 

distribusi penyuluh pada berbagai wilayah (Pulau 

Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia 
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Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 
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Timur). Analisis spasial dilakukan secara deskriptif 

berdasarkan sebaran data nasional tanpa pengambilan 

sampel lokasi primer.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan 

literature review. Data yang dianalisis mencakup data 

statistik sektoral, dokumen kebijakan, serta literatur 

ilmiah yang relevan dengan sistem penyuluhan 

perikanan. Data statistik meliputi jumlah Penyuluh 

Perikanan baik berstatus ASN maupun Penyuluh 

Perikanan Bantu, jumlah Rumah Tangga Perikanan 

(RTP), target dan realisasi produksi perikanan 

nasional, serta indikator kesejahteraan berupa 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar 

Pembudi daya Ikan (NTPi). Selain itu, penelitian 

ini juga merujuk pada dokumen regulasi dan 

kebijakan strategis, seperti Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, serta dokumen Rencana 

Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dan laporan kinerja tahunan. Untuk memperkuat 

landasan teoritis dan konseptual, digunakan pula 

literatur ilmiah nasional dan internasional yang 

membahas sistem penyuluhan, transformasi digital, 

innovation system, dan pemberdayaan masyarakat  

perikanan. Sumber utama data statistik berasal  

dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik 

(BPS), portal Satu Data Kementerian Kelautan  

dan Perikanan (KKP), serta laporan internal  

BRSDM KP periode 2020–2024. Validitas dan 

reliabilitas data dijaga melalui teknik triangulasi 

antar sumber serta pemeriksaan konsistensi lintas 

dokumen resmi.

Analisis Data

nalisis data dilakukan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif yang diperkaya 

dengan analisis kuantitatif sederhana untuk 

mengidentifikasi kesenjangan struktural 

dalam sistem penyuluhan perikanan nasional.  

Tahapan analisis diawali dengan reduksi dan 

klasifikasi data ke dalam empat dimensi utama, 

yaitu kapasitas sumber daya manusia penyuluh, 

dukungan infrastruktur dan anggaran operasional, 

tingkat adopsi teknologi dan digitalisasi, 

serta tata kelola kelembagaan. Klasifikasi ini 

bertujuan untuk memetakan secara sistematis  

permasalahan internal dan eksternal yang 

memengaruhi efektivitas penyuluhan sebagai bagian 

dari sistem inovasi sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan 

layanan penyuluhan, digunakan analisis rasio antara 

jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan jumlah 

penyuluh perikanan dengan persamaan:

................(1)

di mana R merupakan rasio beban pelayanan 

penyuluh, N_{rtp} adalah jumlah Rumah Tangga 

Perikanan, dan N_{p} adalah jumlah penyuluh 

perikanan. Nilai R menunjukkan rata-rata 

jumlah RTP yang dilayani oleh satu penyuluh. 

Semakin besar nilai R, semakin tinggi beban kerja 

dan semakin rendah intensitas pendampingan 

yang dapat diberikan. Berdasarkan data tahun  

2023–2024, rasio nasional berada pada kisaran 

1:500–600, yang mengindikasikan beban 

kerja relatif tinggi dan jauh di atas rasio ideal  

1:200 untuk wilayah intensif. Rasio ini menjadi 

indikator kuantitatif utama dalam melakukan  

gap analysis antara kondisi aktual dan model 

ideal sistem penyuluhan modern yang adaptif,  

berbasis digital, dan didukung spesialisasi 

kompetensi.

Basis data utama yang menjadi landasan 

analisis bersumber dari portal Satu Data 

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta  

publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Ringkasan 

indikator strategis sektor kelautan dan perikanan 

periode 2023–2024 menunjukkan bahwa 

jumlah penyuluh perikanan (ASN dan bantu) 

berkisar ±4.500–5.000 orang, sementara jumlah  

Rumah Tangga Perikanan melebihi 2,5 juta 

RTP. Dengan target produksi perikanan tahun  

2024 sebesar 30,85 juta ton dan Nilai Tukar 

Nelayan (NTN) yang berada pada kisaran  

105–108, terlihat adanya tekanan struktural antara 

kapasitas pendampingan dan tuntutan peningkatan 

produktivitas.

Basis data utama yang menjadi landasan 

analisis dalam penelitian ini bersumber dari 

portal Satu Data KKP dan BPS. Pada Tabel 1  

tertuang ringkasan data strategis yang 

menggambarkan lanskap sektor perikanan dan 

penyuluhan.

Data pada Tabel 1 menunjukkan ketimpangan 

yang nyata antara jumlah penyuluh dan target 

sasaran. Dengan rasio 1 penyuluh menangani hingga 

600 Rumah Tangga Perikanan (RTP), beban kerja 

penyuluh sangat tinggi, jauh dari rasio ideal yang 

disarankan (misalnya 1:200 untuk wilayah intensif ). 
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Selain itu, data sebaran penyuluh menunjukkan 

konsentrasi di pulau Jawa, sementara wilayah 

timur Indonesia yang memiliki potensi perikanan 

tangkap besar justru mengalami kekurangan tenaga 

pendamping. Analisis terhadap NTN dan NTPi juga 

digunakan untuk melihat korelasi antara intensitas 

penyuluhan dengan tingkat kesejahteraan, dimana 

daerah dengan pendampingan intensif cenderung 

memiliki nilai tukar yang lebih stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sistem Penyuluhan Perikanan di Indonesia

Sistem penyuluhan perikanan, baik di Indonesia 

maupun di berbagai negara yang menerapkan 

model extension system seperti Food and Agriculture 
Organization (FAO)-led advisory framework, 

tantangan revitalisasi penyuluhan umumnya terbagi 

dalam dimensi internal dan eksternal kelembagaan. 

Di Indonesia, penyuluh perikanan sebagai technical 
assistant sekaligus extension worker memegang 

fungsi strategis dalam difusi inovasi, penguatan 

kapasitas usaha, dan bridging policy implementation 

di tingkat tapak. Namun, efektivitas fungsi tersebut 

masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan 

sistemik.

Secara internal, isu paling krusial adalah 

keterbatasan kompetensi dan regenerasi sumber 

daya manusia. Struktur demografi penyuluh PNS 

didominasi kelompok usia di atas 45 tahun, yang 

memiliki keunggulan pada experiential knowledge 
dan jejaring sosial lokal, tetapi sering mengalami 

hambatan dalam adopsi teknologi digital dan 

pendekatan berbasis data. Kondisi ini menciptakan 

generational gap dalam transformasi penyuluhan 

menuju model digital extension. Studi World 

Bank (2012) dalam Agricultural Innovation Systems 
menekankan bahwa keberhasilan modernisasi 

extension sangat ditentukan oleh kapasitas adaptif 

SDM terhadap ICT dan pendekatan partisipatif 

berbasis inovasi. Di sisi lain, kuota rekrutmen 

penyuluh baru relatif terbatas sehingga proses 

regenerasi berjalan lambat. Tantangan semakin 

kompleks karena kompetensi penyuluh masih 

cenderung generalis, sementara dinamika usaha 

Tabel 1. Data Indikator Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (2023-2024).

Indikator Estimasi Jumlah/Nilai Sumber

Jumlah Penyuluh Perikanan (ASN + Bantu) ± 4.500 - 5.000 orang Puslatluh KP (2024)

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) > 2.500.000 RTP Satu Data KKP (2023)

Rasio Penyuluh : RTP 1 : 500 - 600 (Rata-rata Nasional) Analisis Data

Target Produksi Perikanan 2024 30,85 Juta Ton Renstra KKP

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105 - 108 (Fluktuatif ) BPS (2024)

perikanan menuntut spesialisasi teknis seperti 

fish health management, marine engineering, 

traceability system, hingga digital marketing. 

Literatur FAO (2016) tentang fisheries extension 

juga menegaskan pentingnya specialization pathway 
dalam sistem advisory modern untuk meningkatkan 

problem-solving capacity di lapangan.

Tantangan kedua adalah rendahnya adopsi 

teknologi dan digitalisasi. Meskipun Kementerian 

Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan 

berbagai platform digital untuk pendataan, 

pembiayaan, dan pemasaran, tingkat utilisasi 

di tingkat pelaku utama masih belum optimal. 

Hambatan tidak semata pada keterbatasan 

infrastruktur jaringan (blank spot di wilayah 

pesisir dan kepulauan), tetapi juga pada rendahnya 

literasi digital penyuluh dan pelaku usaha. Dalam 

perspektif teori Diffusion of Innovations dari Everett 

Rogers (2003), adopsi inovasi sangat dipengaruhi 

oleh karakteristik agen perubahan (change agent). 
Jika penyuluh sebagai change agent belum memiliki 

digital competency yang memadai, maka proses 

adopsi di tingkat adopter akan melambat. Padahal, 

tuntutan saat ini mengarah pada integrasi Internet 
of Things (IoT) untuk smart aquaculture, aplikasi 

pencatatan keuangan digital, marketplace perikanan, 

serta sistem informasi harga berbasis real-time. 

Kesenjangan digital ini berimplikasi pada lambatnya 

transmisi informasi pasar, teknologi budi daya 

presisi, dan skema pembiayaan inovatif ke pelaku 

usaha perikanan.

Mengacu pada aspek dukungan sistem, 

keterbatasan anggaran dan infrastruktur operasional 

menjadi faktor penghambat signifikan. Biaya 

operasional penyuluhan (BOP) seringkali belum 

proporsional dengan luas dan karakteristik geografis 

wilayah kerja, terutama pada kawasan pesisir 

terpencil dan kepulauan. Minimnya sarana seperti 

kendaraan operasional, alat uji kualitas air, perangkat 

demonstrasi teknologi, maupun media penyuluhan 

berbasis audiovisual menurunkan efektivitas metode 

demonstrasi cara dan demonstrasi hasil, dimana 

terdapat dua pendekatan yang secara empiris diakui 

paling efektif dalam pembelajaran orang dewasa 

(adult learning approach). FAO (2014) dalam laporan 
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tentang fisheries advisory services menegaskan bahwa 

extension performance sangat bergantung pada 

enabling environment berupa logistic support dan 

field mobility.

Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektoral 

turut memengaruhi kinerja sistem penyuluhan. 

Pasca sentralisasi kelembagaan penyuluh ke 

pemerintah pusat, dinamika koordinasi dengan 

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota kerap menghadapi 

tantangan sinkronisasi program dan target kinerja. 

Kondisi ini dapat menciptakan dual accountability di 

tingkat lapangan dan menempatkan penyuluh dalam 

posisi dilematis antara mandat pusat dan prioritas 

daerah. Model Agricultural Innovation System 

yang dikembangkan oleh World Bank dan FAO 

menekankan bahwa efektivitas extension sangat 

ditentukan oleh orkestrasi multipihak, termasuk 

perbankan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan 

sektor swasta dalam suatu ekosistem inovasi yang 

terlembagakan. Di Indonesia, sinergi tersebut masih 

cenderung parsial dan berbasis proyek, belum 

sepenuhnya terintegrasi dalam arsitektur sistem 

penyuluhan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan 

sistem penyuluhan perikanan bukan semata 

persoalan teknis lapangan, melainkan persoalan 

desain kelembagaan, kapasitas adaptif SDM, kesiapan 

transformasi digital, serta tata kelola kolaborasi 

multipihak. Revitalisasi penyuluhan memerlukan 

pendekatan sistemik yang mengintegrasikan 

reformasi manajemen SDM, penguatan infrastruktur 

digital, peningkatan dukungan operasional, serta 

penguatan governance dalam kerangka innovation 
ecosystem perikanan yang inklusif dan responsif 

terhadap dinamika global.

Sistem penyuluhan perikanan di Indonesia 

saat ini berada pada fase transisi menuju 

modernisasi, namun masih terbebani oleh warisan 

masalah struktural. Profil penyuluh perikanan 

didominasi oleh dua kategori utama, yaitu (1) 

Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan (3) Penyuluh Perikanan Bantu (PPB). (catatan: 

Meskipun saat ini telah ada penyuluh perikanan 

dengan status Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja -PPK- baik penuh maupun paruh 

waktu, namun pada kajian ini diasumsikan masuk 

kedalam status Penyuluh PNS). Sejak pengalihan 

kewenangan penyuluh perikanan dari pemerintah 

daerah ke pemerintah pusat (KKP) sesuai amanat 

UU No. 23 Tahun 2014, manajemen penyuluhan 

menjadi lebih terpusat. Hal ini memberikan 

keuntungan dalam standarisasi kompetensi, namun 

di sisi lain menciptakan jarak birokrasi dengan dinas 

perikanan daerah yang memiliki otoritas wilayah.

Secara kuantitas, keberadaan penyuluh sangat 

kurang. Berdasarkan analisis data, satu orang 

penyuluh sering kali harus melayani satu kecamatan 

yang terdiri dari beberapa desa pesisir dengan 

aksesibilitas yang sulit. Di wilayah kepulauan seperti 

Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara, 

seorang penyuluh harus menyeberangi lautan untuk 

menjangkau kelompok binaan. Akibatnya, frekuensi 

kunjungan tatap muka menjadi sangat jarang. 

Kelompok Pelaku Utama (Nelayan, Pembudi daya, 

Pengolah) sering kali hanya mendapatkan kunjungan 

sekali dalam sebulan atau bahkan kurang, padahal 

siklus budi daya atau dinamika penangkapan ikan 

membutuhkan pendampingan yang intensif.

Peran penyuluh saat ini dituntut multifungsi. 

Selain tugas pokok melakukan bimbingan teknis 

(seperti cara budi daya ikan yang baik/CBIB atau 

penanganan pasca panen), penyuluh juga dibebani 

tugas administrasi yang masif. Mereka menjadi 

ujung tombak pendataan statistik perikanan (Satu 

Data), verifikasi proposal bantuan pemerintah, 

fasilitasi akses permodalan (KUR), hingga urusan 

kartu Kusuka. Beban administratif ini seringkali 

menyita waktu yang seharusnya dialokasikan 

untuk pendampingan teknis di lapangan, sehingga 

esensi penyuluhan sebagai proses edukasi menjadi 

tereduksi.

Tantangan dalam Sistem Penyuluhan Perikanan

Revitalisasi sistem penyuluhan perikanan 

menghadapi tantangan multidimensional yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam aspek internal kelembagaan 

dan aspek eksternal sistemik. Dalam perspektif 

modern rural advisory services sebagaimana 

dikembangkan oleh Food and Agriculture 

Organization (FAO), efektivitas penyuluhan sangat 

ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, 

dukungan manajerial, serta integrasi dalam ekosistem 

inovasi yang kolaboratif. Pada konteks Indonesia, 

penyuluh perikanan berperan sebagai change agent 
sekaligus technical service provider, sehingga kualitas 

sistem sangat bergantung pada kesiapan individu 

dan kelembagaannya.

Secara internal, keterbatasan kompetensi dan 

lambatnya regenerasi SDM menjadi isu fundamental. 

Struktur demografis penyuluh PNS yang didominasi 

kelompok usia di atas 45 tahun mencerminkan 

akumulasi pengalaman empiris dan social capital 

yang kuat di tingkat komunitas. Namun, dalam 

era digital extension, tantangan utama bukan lagi 

sekadar transfer teknologi konvensional, melainkan 

kemampuan mengelola data, mengakses platform 

digital, dan memfasilitasi integrasi teknologi 

berbasis Internet of Things (IoT). Kesenjangan 
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1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 
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generasi memperlambat akselerasi transformasi 

ini, terlebih ketika rekrutmen penyuluh baru 

masih terbatas. Literatur tentang sistem inovasi 

pertanian yang dipublikasikan oleh World Bank 

menekankan bahwa adaptive capacity dan continuous 
learning menjadi determinan utama keberhasilan  

extension system modern. Selain itu, pola kompetensi 

penyuluh yang cenderung generalis tidak selalu 

sejalan dengan kompleksitas permasalahan  

perikanan saat ini, yang menuntut spesialisasi seperti 

fish health management, teknologi mesin kapal, 

manajemen rantai pasok, hingga digital marketing 

perikanan.

Tantangan kedua adalah rendahnya adopsi 

teknologi dan digitalisasi pada level tapak. 

Walaupun berbagai aplikasi dan sistem informasi 

telah dikembangkan, tingkat utilisasinya di 

kalangan pelaku utama masih terbatas. Hambatan 

ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan 

infrastruktur jaringan di wilayah pesisir dan 

kepulauan, tetapi juga oleh rendahnya literasi digital 

penyuluh dan pelaku usaha. Dalam kerangka teori 

difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Rogers 

(2003), keberhasilan adopsi sangat ditentukan oleh 

efektivitas peran change agent dalam menjembatani 

inovasi dengan kebutuhan pengguna. Jika penyuluh 

belum sepenuhnya menguasai marketplace digital, 

aplikasi pencatatan keuangan, maupun teknologi 

smart aquaculture, maka proses adopsi inovasi 

menjadi terhambat dan informasi pasar tidak 

tersampaikan secara timely dan akurat. Akibatnya, 

pelaku usaha kehilangan peluang peningkatan 

efisiensi dan daya saing.

Jika dilihat dari sisi dukungan sistem, 

keterbatasan anggaran dan infrastruktur operasional 

menjadi faktor pembatas yang signifikan. Wilayah 

kerja penyuluh perikanan yang luas, tersebar, 

dan seringkali berada di kawasan pesisir terpencil 

memerlukan dukungan biaya operasional yang 

proporsional. Minimnya kendaraan operasional, alat 

uji kualitas air, perangkat demonstrasi teknologi, 

serta media penyuluhan yang memadai berdampak 

langsung pada menurunnya intensitas dan kualitas 

interaksi lapangan. Padahal, pendekatan demonstrasi 

cara dan demonstrasi hasil merupakan metode 

pembelajaran orang dewasa yang terbukti paling 

efektif dalam mempercepat adopsi teknologi. Tanpa 

dukungan logistik yang memadai, penyuluhan 

berisiko tereduksi menjadi sekadar penyampaian 

informasi, bukan proses pemberdayaan berbasis 

praktik.

Lemahnya koordinasi lintas sektoral 

memperlihatkan adanya tantangan tata kelola dalam 

sistem penyuluhan. Pasca sentralisasi kelembagaan 

penyuluh, sinkronisasi program antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah tidak selalu berjalan 

optimal. Ketidaksinkronan prioritas dan indikator 

kinerja dapat menempatkan penyuluh dalam situasi 

dual accountability di tingkat lapangan. Di sisi lain, 

kolaborasi dengan sektor perbankan, akademisi, 

lembaga riset, dan swasta masih cenderung 

bersifat ad hoc dan belum terinstitusionalisasi 

dalam kerangka innovation ecosystem yang utuh. 

Padahal, pendekatan Agricultural Innovation System 

menekankan pentingnya orkestrasi multipihak agar 

penyuluhan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi 

simpul penghubung antara riset, pembiayaan, pasar, 

dan kebijakan. Secara keseluruhan, tantangan 

sistem penyuluhan perikanan bukan hanya 

persoalan teknis, tetapi juga persoalan kapasitas 

adaptif SDM, kesiapan transformasi digital, 

dukungan operasional, dan tata kelola kolaboratif. 

Revitalisasi penyuluhan menuntut reformasi yang 

bersifat sistemik mengintegrasikan penguatan 

kompetensi berbasis spesialisasi, akselerasi literasi 

digital, peningkatan dukungan infrastruktur, serta 

pembenahan koordinasi kelembagaan agar penyuluh 

mampu berfungsi efektif sebagai motor inovasi dan 

penggerak daya saing sektor perikanan.

Revitalisasi Sistem Penyuluhan Perikanan dalam 
Kerangka Transformasi Digital dan Ekosistem 
Inovasi

Revitalisasi sistem penyuluhan perikanan 

harus dipahami sebagai transformasi kelembagaan 

yang menyeluruh, bukan sekadar penyesuaian 

administratif atau penambahan jumlah personel. 

Mengacu pada perspektif Agricultural Innovation 
System yang dikembangkan oleh World Bank  (2017) 

dan FAO (2016), penyuluhan modern berfungsi 

sebagai simpul penghubung (innovation broker) yang 

mengintegrasikan riset, teknologi, pembiayaan, 

pasar, serta kebijakan publik dalam satu ekosistem 

pembelajaran yang adaptif. Tantangan global seperti 

perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, 

tuntutan traceability, serta disrupsi teknologi digital 

menuntut penyuluhan perikanan bergerak dari pola 

transfer teknologi linear menuju sistem advisory 
yang responsif, berbasis data, dan kolaboratif.

Data global menunjukkan bahwa produksi 

perikanan dan akuakultur dunia telah melampaui 

214 juta ton pada 2022, dengan lebih dari 3 miliar 

penduduk dunia bergantung pada ikan sebagai 

sumber protein utama (FAO, 2022). Indonesia 

sebagai salah satu produsen utama dunia menghadapi 

paradoks klasik: produksi meningkat, namun 

kesejahteraan pelaku utama belum sepenuhnya 

stabil. Permasalahan ini tidak hanya terkait aspek 
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teknis produksi, tetapi juga efisiensi rantai nilai, 

akses pembiayaan, dan kapasitas kewirausahaan. 

Dengan demikian, revitalisasi penyuluhan harus 

diarahkan pada transformasi sistem kerja dan 

redefinisi fungsi penyuluh.

Transformasi menuju smart extension service 
menjadi fondasi utama. Laporan World Bank 

(2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan ICT 

dalam sektor primer mampu menurunkan asimetri 

informasi pasar secara signifikan dan mempercepat 

arus informasi harga hingga 20–30 persen. Dalam 

konteks perikanan, integrasi platform digital, tele-

consulting, webinar, serta pemanfaatan media 

sosial dapat memperluas jangkauan layanan dan 

mengurangi kendala geografis wilayah pesisir dan 

kepulauan. Namun digitalisasi tidak cukup hanya 

pada penyediaan aplikasi; kunci keberhasilan 

terletak pada literasi digital penyuluh sebagai change 
agent. Mengacu pada teori difusi inovasi dari Everett 

Rogers, efektivitas adopsi inovasi sangat ditentukan 

oleh kapasitas agen perubahan dalam menerjemahkan 

teknologi menjadi solusi praktis. Oleh karena itu, 

penguatan kompetensi digital mulai dari pengelolaan 

marketplace, pencatatan keuangan berbasis aplikasi, 

hingga interpretasi data IoT untuk smart aquaculture 
harus menjadi prioritas kebijakan pengembangan 

SDM penyuluhan. Di sisi lain, keterbatasan fiskal 

dan jumlah ASN menuntut optimalisasi Penyuluh 

Perikanan Swadaya (PPS). Pendekatan farmer-to-
farmer extension yang direkomendasikan oleh FAO 

(2016) menegaskan bahwa pembelajaran horizontal 

berbasis komunitas memiliki tingkat kepercayaan 

sosial lebih tinggi dibanding pendekatan top 

down. Secara ekonomi kelembagaan, model ini 

menurunkan transaction cost of knowledge transfer 
karena inovasi disampaikan oleh aktor yang memiliki 

kesamaan sosial dan pengalaman produksi. Namun 

agar berkelanjutan, PPS perlu dilembagakan melalui 

pelatihan metodologi penyuluhan, sertifikasi dasar, 

serta skema insentif berbasis kinerja sehingga tidak 

bersifat sporadis.

Revitalisasi juga menuntut profesionalisasi 

melalui spesialisasi dan sertifikasi kompetensi. 

Kompleksitas teknologi budi daya modern 

bioflok, RAS, sistem jaminan mutu, eco labeling 
memerlukan keahlian mendalam. OECD (2019) 

menegaskan bahwa produktivitas sektor primer 

sangat dipengaruhi oleh kualitas advisory services dan 

tingkat spesialisasi teknis. Pola generalis tidak lagi 

memadai dalam menghadapi tuntutan global supply 

chain. Klasterisasi penyuluh berdasarkan bidang 

keahlian serta penerapan continuous professional 
development akan meningkatkan kredibilitas dan 

kepercayaan pelaku usaha terhadap rekomendasi 

teknis.

Redefinisi peran penyuluh dari sekadar 

pendamping teknis produksi menuju konsultan 

agribisnis merupakan keniscayaan. Peningkatan 

produksi tanpa akses pasar dan pembiayaan tidak 

otomatis meningkatkan pendapatan, sebagaimana 

diindikasikan dalam laporan FAO (2022). Oleh 

karena itu, penyuluh harus mampu memfasilitasi 

penguatan koperasi atau korporasi nelayan, akses 

Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemitraan usaha, 

serta analisis rantai nilai. Pendekatan value chain 
development ini memastikan bahwa peningkatan 

produktivitas diikuti oleh peningkatan margin 

usaha dan daya saing. Keseluruhan strategi tersebut 

memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan. 

Model pluralistic extension system menunjukkan 

bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, 

akademisi, dan lembaga keuangan meningkatkan 

efektivitas inovasi secara signifikan (World Bank, 

2012). Sinkronisasi programa berbasis kebutuhan 

lokal (bottom-up planning) serta forum koordinasi 

rutin pusat–daerah menjadi prasyarat agar 

penyuluhan tidak terfragmentasi. Tanpa koordinasi 

yang mengikat, potensi duplikasi program dan 

inefisiensi anggaran akan terus berulang. Untuk 

merangkum arah strategis tersebut, berikut matriks 

intervensi revitalisasi sistem penyuluhan perikanan 

(Tabel 2).

Tabel 2. Matriks Strategi Revitalisasi Sistem Penyuluhan Perikanan Berbasis Transformasi Digital dan Ekosistem  
             Inovasi.

Dimensi 
Strategi Permasalahan Kunci Intervensi Strategis Indikator Keberhasilan Rujukan 

Internasional
Smart 

Extension

Literasi digital rendah, 

akses terbatas

Platform hibrida, pelatihan 

ICT, tele-consulting

Persentase penyuluh tersertifikasi 

digital; peningkatan akses informasi 

harga

World Bank 

(2017)

Penyuluh 

Swadaya

Keterbatasan ASN Sertifikasi dan insentif PPS Jumlah PPS aktif dan 

terdokumentasi

FAO (2016)

Spesialisasi Kompetensi generalis Klasterisasi dan CPD Rasio penyuluh spesialis OECD (2019)

Agribisnis Fokus produksi semata Pendampingan value chain 

dan akses pembiayaan

Kenaikan margin usaha pelaku FAO (2022)

Tata Kelola Koordinasi lemah Forum multipihak dan 

sinkronisasi programa

Integrasi program pusat–daerah World Bank 

(2012)
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Tabel 2 menunjukkan bahwa revitalisasi harus 

diukur melalui indikator outcome seperti peningkatan 

margin usaha dan kapasitas digital, bukan hanya 

output administratif seperti jumlah kunjungan 

penyuluh,atau jumlah pembentukan kelompok. 

Secara analitis, keberhasilan strategi ini bergantung 

pada integrasi empat elemen utama: kapasitas SDM, 

infrastruktur digital, kelembagaan kolaboratif, 

dan orientasi agribisnis. Tanpa integrasi tersebut, 

penyuluhan berisiko tertinggal dalam menghadapi 

dinamika industri perikanan global. Berdasarkan 

hal tersebut, maka revitalisasi sistem penyuluhan 

perikanan bukan sekadar agenda reformasi teknis, 

melainkan transformasi paradigma menuju sistem 

advisory yang adaptif, profesional, berbasis data, 

dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

pelaku utama. Keberhasilan transformasi ini akan 

menentukan posisi daya saing perikanan Indonesia 

dalam ekosistem pangan dan ekonomi maritim 

global.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Simpulan

Revitalisasi sistem penyuluhan perikanan 

merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi 

dinamika transformasi sektor kelautan dan 

perikanan yang semakin kompleks, terdigitalisasi, 

dan berorientasi pasar. Ketimpangan antara jumlah 

penyuluh dan populasi pelaku usaha, keterbatasan 

kompetensi spesifik, rendahnya adopsi teknologi 

digital, serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan 

yang belum optimal menjadi faktor struktural 

yang menurunkan efektivitas layanan penyuluhan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan 

penyuluhan tidak semata pada kuantitas personel, 

tetapi pada desain sistem, kapasitas kelembagaan, 

dan model layanan yang belum sepenuhnya adaptif 

terhadap perubahan lingkungan strategis.

Transformasi menuju sistem penyuluhan 

hibrida berbasis digital, penguatan peran penyuluh 

swadaya, spesialisasi kompetensi, serta redefinisi 

peran penyuluh sebagai fasilitator agribisnis 

merupakan pendekatan yang lebih relevan dengan 

kebutuhan saat ini. Revitalisasi yang diusulkan 

menekankan perubahan paradigma dari technology 
transfer model menjadi innovation system approach, di 

mana penyuluhan berfungsi sebagai simpul integratif 

antara produksi, pembiayaan, kelembagaan ekonomi, 

dan akses pasar. Dengan demikian, penguatan 

sistem penyuluhan berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, dan 

kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha 

perikanan.

Rekomendasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut 

intervensi yang bersifat sistemik dan lintas level 

pemerintahan. Pada level nasional, diperlukan 

kebijakan afirmatif untuk memperbaiki rasio 

penyuluh terhadap wilayah binaan melalui rekrutmen 

terencana, redistribusi berbasis beban kerja, serta 

pengembangan kompetensi berbasis spesialisasi dan 

sertifikasi profesi. Investasi pada infrastruktur digital 

penyuluhan termasuk pengembangan platform 

terintegrasi dan peningkatan konektivitas di wilayah 

pesisir harus diprioritaskan sebagai bagian dari 

strategi transformasi digital sektor kelautan dan 

perikanan.

Pada level tata kelola, perlu dibangun 

mekanisme koordinasi yang lebih solid antara 

pemerintah pusat dan daerah melalui perencanaan 

partisipatif berbasis kebutuhan lokal, sehingga 

programa penyuluhan lebih kontekstual dan 

responsif. Selain itu, pelembagaan kemitraan 

dengan sektor perbankan, swasta, perguruan 

tinggi, dan lembaga riset menjadi krusial untuk 

membangun ekosistem inovasi yang mendukung 

akses pembiayaan, transfer teknologi, dan perluasan 

pasar. Dengan pendekatan kebijakan yang 

terintegrasi tersebut, sistem penyuluhan perikanan 

dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis 

pembangunan SDM kelautan dan perikanan yang 

berdaya saing dan berkelanjutan.
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1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 

ARTICLE INFO 
 

ABSTRACT 
 

Article history 
Received February 10, 2022 
Revised March 15, 2022 
Accepted March 31, 2022 
Available online March 31, 2022 

 Over the last decade, numerous methods have been developed to detect the 
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Collective Influence (CI) method. However, this method is associated with 
unweighted datasets, which makes it inappropriate for social media, 
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was carried out two times using parameters ∂=2 and parameter ∂=4. The 
results showed that the usernames bernacleboy and zack_rockstar are 
influential actors in the dataset. Furthermore, the time needed to process 
WCIG calculations on HPC is 34-75 hours because the larger the 
parameter used, the greater the processing time.  
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